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ABSTRAK
Pembebasan lahan merupakan problematika yang mempengaruhi pembangunan
infrastruktur di Indonesia. Berbagai permasalahan tentang pembebasan lahan
dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menambah kesenjangan
pembangunan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah
untuk terus mendukung dan mensukseskan program pembebasan lahan. Masalah
yang sering dihadapi dalam proses pengadaan tanah adalah sengketa pertanahan
disamping sengketa hukum. Berbagai sengketa yang ada berpotensi menghambat
pembangunan suatu proyek infrastruktur, bahkan tak jarang proyek infrastruktur
tersebut menjadi terbengkalai hingga bertahun-tahun. Disinilah untuk selanjutnya
penegakan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat menjadi sarana
kelancaran proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
khususnya infrastruktur. Menurut undang-undang a guo, pengadaan tanah untuk
infrastruktur ditetapkan oleh Gubernur melalui surat keputusan untuk menunjuk
suatu wilayah sebagai lahan pembangunan infrastruktur. Apabila terdapat
keberatan, maka akandiajukan gugatan ke PTUN. Apabila terdapat sisa pengadaan
tanah yang belum dibebaskan, maka akan kembali ke siklus administrasi awal.
Hal tersebut tentu membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan rumit
sehingga terkesan kurang efektif. Terlebih lagi, apabila suatu infrastruktur yang
akan dibangun merupakan proyek strategis pemerintah. Sehingga penulis
menggagas suatu grand design berupa Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT).
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SPAT mengkolaborasikan antara beberapa ranah hukum, mengingat hukum
agraria sulit dikategorisasi ke dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun
admimistrasi. Penangananan hukum agraria tidak dapat ditangani melalui hukum
acara yang ada saat ini, sehingga membutuhkan hukum acara yang lebih khusus
dan terpadu. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif,
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
SPAT adalah sistem peradilan terpadu khusus untuk mengadili sengketa di bidang
hukum agraria, yang tidak hanya menggunakan hukum positif dalam peraturan
perundang-undangan, namun juga mengakomodasi hukum adat yang berlaku.
SPAT diimplementasikan melalui Pengadilan Agraria dengan memberdayakan
hakim khusus ekspertasi hukum agraria. Dalam sengketa agraria khususnya
persiapan pengadaan lahan untuk tanah yang akan dibangun infrastruktur,
pemerintah mengajukan permohonan penetapan lahan. Lalu pengadilan
membuktikan dengan melakukan peninjauan empiris mengenai lahan yang akan
ditetapkan sebagai lahan infrastruktur. Dikarenakan berlaku terhadap masyarakat
maupun masyarakat hukum adat, sehingga hukum yang digunakan tidak hanya
hukum positif namun juga hukum yang berlaku di masyarakat suatu daerah.
Dengan dibentuk dan diimplementasikannya SPAT ini diharapkan dapat
mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga kesenjangan antar wilayah di
Indonesia dapat diminimalisir.

Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur, Pengadaan Lahan, Sistem

Peradilan Agraria Terpadu (SPAT)

ABSTRACT
Land acquisition is a problem that affects infrastructure development in
Indonesia. Various issues about land acquisition can hinder economic
development and add to the development gap in Indonesia. Various efforts have
been made by the Government to continue to support and succeed the land
acquisition program. The problem that is often faced in the land procurement
process is land disputes in addition to legal disputes. Various disputes that exist
have the potential to hamper the construction of an infrastructure project, even
not infrequently the infrastructure project becomes abandoned for many years.
This is where the further enforcement of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement
for Development in the Public Interest is expected to be a means of smooth land
procurement process for development in the public interest, especially
infrastructure. According to the law a quo, the procurement of land for
infrastructure is determined by the Governor through a decree to designate a
region as infrastructure development land. If there are objections, then there will
be a lawsuit to PTUN. If there is the remaining land procurement that has not
been released, it will return to the initial administrative cycle. This certainly
makes the resolution of disputes longer and complicated so that it seems less
effective. What's more, if an infrastructure to be built is a strategic government
project. So that the author initiated a grand design in the form of an Integrated
Agrarian Justice System that collaborates several legal realms, considering that
agrarian law is difficult to categorize into the realm of civil, criminal, and
admimistration law. The handling of agrarian law cannot be handled through the
current event law, so it requires a more specialized and unified event law.
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The research method used is normative juridical, using a statutory approach and
a concept approach. SPAT is a special integrated judicial system for adjudicating
disputes in the field of agrarian law, which not only uses positive laws in laws and
regulations, but also accommodates applicable customary laws. SPAT is
implemented through the Agrarian Court by empowering special judges of
agrarian law ecstasy. In agrarian disputes, especially the preparation of land
procurement for land to be built infrastructure, the government applied for land
determination. Then the court proved by conducting an empirical review of the
land to be designated as infrastructure land. Because it applies to the community
and indigenous peoples, so that the law used is not only a positive law but also the
law that applies in the community of an area.
Keywords: Infrastructure Development, Land Procurement, Integrated
Agrarian Justice System (SPAT)
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A. PENDAHULUAN

Infrastruktur berperan sebagai roda penggerak pertumbuhan perekonomian
Indonesia.! Namun dalam pengadaan infrastruktur tersebut, pembebasan tanah
untuk proyek merupakan problematika yang sering terjadi khususnya dalam hal
pembayaran ganti rugi terhadap tanah yang akan dibebaskan.? Hal tersebut dapat
disebabkan karena tidak tercapainya kesepakatan harga antara pemilik tanah
dengan pemerintah.? Di satu sisi, pemerintah terkadang menetapkan nominal ganti
rugi lebih rendah*, namun di sisi lain juga dapat disebabkan masyarakat yang
terlalu “nakal” karena menuntut besaran harga yang terlalu tinggi°.

Terhambatnya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur dengan
skala prioritas tinggi berimplikasi pada terganggunya kepentingan umum®.
Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria menyatakan secara tegas bahwasannya “Semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”.” Mengingat keadilan sosial merupakan poin penting
dalam Pancasila, maka diperlukan solusi atas pengadaan tanah khususnya dalam
hal penentuan keadilan antara pemerintah dengan pemilik tanah. Penulis
menggagas grand design Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT) yang
diwujudkan dalam karya tulis berjudul “Reformasi Pengadaan Lahan
Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir

Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia”.

! Abdul Haris, Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2009, Him.1.

2 Ujang Bahar, Permasalahan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun
ke-38, No.1 (Januari-Maret 2008), HIm.126.

3 Bambang Istijono, Lahan Menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol.10, No.2 (Oktober 2014), HIm.59.

4 Letezia Tobing, Langkah Hukum Bila Tak Sepakat Besaran Ganti Rugi Pembebasan
Tanah, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t5283c878ea908/langkah-hukum-
bila-tak-sepakat-besaran-ganti-rugi-pembebasan-tanah, diakses pada 12 Maret 2018, jam 10.48
WIB.

5 Pusdatin, Pembebasan Lahan untuk Proyek Tol Sudah Bisa Gunakan Perpres, diakses
dari http://www3.pu.go.id/berita/3279/PEMBEBASAN-LAHAN-UNTUK-PROYEK-TOL-
SUDAH-BISA-GUNAKAN-PERPRES, diakses pada 12 Maret 2018, jam 10.16 WIB.

6 Evi Fajriantina Lova, Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero), Universitas Brawijaya, Malang, 2016, Him.4.

7 Indonesia (1), Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.5
Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043, Ps.6.
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1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditarik dalam karya tulis ini meliputi :

1. Bagaimana kondisi pengadaan lahan pembangunan infrastruktur di
Indonesia saat ini?

2. Bagaimana konsep reformasi sistem pengadaan lahan infrastruktur
melalui SPAT sebagai upaya meminimalisir kesenjangan pembangunan
infrastruktur antar wilayah di Indonesia?

2. Tujuan

Adapun tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

l.

Untuk mengetahui kondisi pengadaan lahan pembangunan infrastruktur

di Indonesia saat ini.

. Untuk mengetahui konsep reformasi sistem pengadaan lahan

infrastruktur melalui SPAT sebagai upaya meminimalisir kesenjangan

pembangunan infrastruktur antar wilayah di Indonesia.

3. Manfaat

1.

Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat mendorong kajian mengenai urgensi problematika dan
solusi atas ganti rugi pengadaan lahan pembangunan infrastruktur.
Manfaat Aplikatif
a. Bagi Akademisi
Penelitian ini bermanfaat bagi civitas akademika guna merumuskan
penelitian lebih lanjut tentang Sistem Peradilan Agraria Terpadu
(SPAT).
b. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam
optimalisasi penguatan dan penegakan hukum agraria dalam
pengadaan lahan pembangunan infrastruktur di Indonesia kedepannya.
c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada

masyarakat mengenai pengadaan lahan infrastruktur di Indonesia.
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B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Hukum Agraria

Istilah agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda), agros (Bahasa
Yunani) berarti tanah pertanian, agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang
tanah, agrarius (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian,
agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.® S.J. Fockema Andrea
merumuskan Agrarische Recht atau hukum agraria sebagai keseluruhan peraturan-
peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai
bidang hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yang disajikan sebagai satu
kesatuan untuk keperluan studi tertentu.’

Berdasarkan kedua pendapat pakar hukum tersebut dapat disimpulkan
bahwa hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang tanah baik berkaitan
dengan urusan keperdataan maupun pemerintahan (administratif) beserta institusi-
institusi yang berwenang atas hal tersebut. Hukum Agraria Keperdataan adalah
keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perorangan dan
badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan
perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sebagai objeknya.! Pada
dasarnya, hukum agraria dapat digolongkan menjadi hukum administrasi, perdata,
ataupun pidana. Acara peradilan hukum agraria dilakukan di pengadilan negeri.

Hukum agraria merupakan salah satu hukum yang digunakan untuk
mengatur penggunaan dan pemanfaatan hasil dari alam. Dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
dijelaskan pengertian agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 ayat (2)). Sementara itu

pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang di sebut tanah), tubuh bumi di

7
bawahnya serta yang berada dibawah air (Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (1)).

8 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Kompherhensif, Penerbit Kencana Prenadamedia
Group, Jakarta, 2013, Him.1.

® Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011,
Him.6.

10 Urip Santoso, Op.Cit, Him.7.
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Boedi Harsono menyatakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu

perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai
bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-
sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai
bidang hukum tersebut terdiri atas'! :
a. Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti
permukaan bumi.
b. Hukum Air yang mengatur hak-hak penguasaan air.
¢. Hukum Pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-
bahan galian yang dimaksud oleh Undang-Undang Pertambangan.
d. Hukum Perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan
alam yang terkandung didalam air.
e. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa
yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam

ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

2. Hukum Acara
Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan
memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi
perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti
memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum

1.12

materii Dapat dikatakan juga bahwa hukum formil atau hukum acara

merupakan suatu alat penegak hukum materiil.!?

Hukum acara pada dasarnya
juga merupakan perwujudan nyata bagaimana jalannya sistem peradilan yang
ada di Indonesia, baik itu sistem peradilan pidana ataupun perdata atau hukum
yang digunakan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur
bagaimana cara-cara mengajukan perkara dan mengetahui cara-cara hakim

memutus kasus.

" Urip Santoso, Op.Cit, HIm.5-6.

12 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan),
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Him.3.

13 Melay, Hukum Formil Dan Materil, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan, Surat Kuasa,
diakses dari http://mediasi.mahkamahagung.go.id/questions/question/hukum-formil-dan-materil-
kekuasaan-kehakiman-peradilan-surat-kuasa/, diakses pada 13 Maret 2018, jam 19.07 WIB.
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Menurut Kansil, Hukum Acara ialah Hukum Formal (Hukum Proses atau
Hukum Acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur
bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau
peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu
perkara ke pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi keputusan.'*
Kemudian menurut E. Utrecht bahwa Hukum Acara adalah hukum yang
menujukkan cara bagaimana peraturan-peraturan hukum materiill yang

5 Menurut Van Kan, Hukum Acara atau

dipertahankan dan diselengarakan.
Hukum Formal adalah hukum yang hanya mempunyai arti turunan; hanya
dipergunakan untuk menjamin pelaksanaan dari kaidah materiil yang telah ada.'¢

Menilik pengertian yang disampaikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa
Hukum Acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana
mempertahankan, menjalankan, dan melaksanakan peraturan hukum material atau
mengetahui  peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya
mengajukan sesuatu perkara ke pengadilan mengetahui cara-caranya hakim
memberi keputusan dalam suatu peradilan. Kekuasaan peradilan disini dapat
diartikan sebagai kekuasaa lembaga kehakiman dalam menyelesaikan dan
memutuskan suatu perkara dan juga memberikan keputusan seadil-adilnya bagi
mereka yang menuntut keadilan untuk ditegakkan.

Asas dalam hukum acara dapat ditemui Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam
Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum keadilan berdasarkann Pancasila, demi terselenggaranya
negara Hukum Republik Indonesia”. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa
kekuasaan Kehakiman secara terarah dan ajeg, bebas dari campur tanga kekuasaan
lembaga negara lainnya tidak berarti dapat sewenang-wenang dan absolut
menyelenggarakan tugasnya melainkan wajib memperhatikan secara benar

“Perasaan adil bangsa dan rakyat Indonesia”.

4 Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991,
Hlm.58.

15 Sudarsono, 1bid, HIm.59.

16 Sudarsono, Ibid, Him.60.
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3. Pembanguan Infrastruktur

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan
sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai
fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan
sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari public
capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah.
Infrastruktur tersebut meliputi jalan, jembatan, dan saluran pembuangan.'’

Menurut  Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang
menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas
publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik
kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait
dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan
dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial
dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap
sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur
perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.'®

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan
dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi
masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan
produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan
meningkatnya efisiensi otomatis, secara tidak langsung meningkatkan
perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting
peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
dijelaskan tentang konsep pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak
pertumbuhan ekonomi. Kedepannya, pendekatan pembangunan infrastruktur
berbasis pendekatan kewilayahan semakin penting untuk diperhatikan dan

dilakukan demi tercipta pemerataan pembangunan dan mereduksi kesenjangan.

" N. Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000, Hlm.38.

18 Robert J. Kodoatie, Pengantar Manajemen Infrastruktur dalam Muhammad Amin
Cakrawijaya, Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan terhadap Perkembangan
Ekonomi Kawasan Pedesaan, UNDIP Institutional Repository, Semarang, 2013, HIm.8.
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C.PEMBAHASAN
1. Kondisi Pengadaan Lahan Infrastruktur di Indonesia Saat Ini

Manusia memerlukan tanah karena tanah memberikan banyak manfaat bagi
kehidupan manusia baik yang bernilai ekonomis maupun non ekonomis.!” Tanah
merupakan suatu komponen yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat.
Peran tanah dalam setiap sendi dan aktifitas kehidupan menjadi faktor pendukung
yang sangat kuat. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilakukan oleh
pemerintah, memiliki sisi positif dan negatif jika hal tersebut tidak disesuaikan
dengan pertimbangan dan langkah yang tepat. Sejalan dengan perkembangan
zaman, permasalahan yang muncul dari kegiatan yang dilakukan pemerintah
terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum infrastruktur,
tidak sesederhana yang dibayangkan karena adanya faktor yuridis dan non yuridis.

Dewasa ini, hampir tidak ada kegiatan pembangunan yang tidak
memerlukan lahan. Lahan tanah yang digunakan dapat berupa tanah yang dikuasai
negara atau tanah yang dimiliki dengan suatu hak oleh suatu obyek hukum yang
dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai.
Tantangan yang dihadapi oleh pelaksana pembangunan di daerah, selain masalah
kinerja kontraktor, kinerja konsultan, koordinasi dengan pihak terkait yang
berhubungan dengan kelancaran suatu pekerjaan adalah masalah penyediaan lahan
tanah yang terkena tapak bangunan.?’ Sebagai contoh pembangunan bendungan
dan saluran irigasi di Sawah Laweh Tarusan untuk mengairi sawah lebih dari
3.200 hektar di Kabupaten Pesisir Selatan, yang terbengkalai selama delapan
bulan sejak kontrak ditandatangani oleh PPK Kementerian Pekerjaan Umum dan

Kontraktor PT. Adhi Karya karena masih terdapat lahan belum bebas.?!

19 Priska Yulita Raya, Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Jurnal Hukum, Vol.9 (2014), HIm.1.

20 Bambang Istijono, Lahan Menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol.10 No.2 (Oktober 2014),
Hlm.1.

21 M. Joni, Jaringan Irigasi Sawah Laweh Tarusan Pessel Mampu Melayani Ribuan Hektar
Sawah Masyarakat, diakses dari http://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/jaringan-irigasi-
sawah-laweh-tarusan-pessel--mampu-melayani-ribuan-hektar-sawah-masyarakat, diakses pada 14
Maret 2018, jam 06.46 WIB.
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Pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum banyak dilakukan

melalui pemberian ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman, yang mana

mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan

bahwa dalam pemberian ganti rugi tanah harus berdasarkan dengan beberapa asas

yang berlaku. Substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum didasarkan pada

beberapa asas hukum yang meliputi?? :

a.

Asas Kemanusiaan, pengadaan tanah harus memberikan perlindungan
serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

. Asas Keadilan, memberikan jaminan penggantian yang layak kepada

pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan
kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

. Asas Kemanfaatan, hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat

secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Asas Kepastian, memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam
proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan
kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.
Asas Keterbukaan, pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan
dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

Asas Kesepakatan, proses pengadaan tanah dilakukan dengan
musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan
kesepakatan bersama.

. Asas Keikutsertaan, dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah

melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung, sejak perencanaan
sampai dengan kegiatan pembangunan.

Asas Kesejahteraan, pengadaan tanah untuk pembangunan dapat
memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang
berhak dan masyarakat secara luas.

Asas Keberlanjutan, kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara
terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang
diharapkan.

Asas Keselarasan, pembangunan tanah untuk pembangunan dapat
seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

22

Bambang Istijono, Lahan Menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol.10, No.2, (Oktober 2014),

Hlm.54.
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Dengan berdasarkan kepada beberapa asas yang disebutkan diatas
pemerintah mengharapkan akan adanya suatu norma hukum yang mengatur
tentang pembebasan lahan yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum. Tapi pada kenyataanya muncul berbagai masalah yang berkenaan dengan
pembebeasan lahan yang semakin memperburuk hubungan pemerintah dan
masyarakat dan menyebabkan terhambatnya pembangunan untuk kepentingan
umum atau yang dapat disebut juga infrastruktur.

Sebagian besar permasalahan tanah yang terjadi dewasa ini adalah tidak
tercapainya kesepakatan harga antara pemilik tanah dan Pemerintah, dimana
Pemerintah mengacu kepada NJOP dan nilai appraisal harga tanah.?® Penilaian
harga tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh tim penilai.
Tim penilai sendiri sampai saat ini masih dipertanyakan apakah merupakan
appraisal independen yang berasal dari Kantor jasa Penilai Publik (KJPP) atau
merupakan appraisal yang berlisensi dan berasal dari pemerintah itu sendiri.

Pada Pasal 28 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 yang
menegaskan “Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah
berdasarkan pada NJOP atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan
NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Lokasi dan letak tanah.

b. Status tanah.

c. Peruntukan tanah.

d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah

atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

e. Sarana dan prasarana yang tersedia.

f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

2 Bambang Istijono, Lahan Menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol.10, No.2, (Oktober 2014),
Hlm.59.
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Setelah Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian
berdasarkan NJOP dengan memperhatikan beberapa variabel tersebut di atas.
Kemudian hasil penilaiannya diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten/Kota. Untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi
pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah.

Ketidakjelasan penafsiran atas definisi kata “Tim Penilai” membuat adanya
permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012. Pengujian tersebut berakhir dengan ditolaknya permohonan yang terdaftar
dalam register No. 42/PUU-XI1/2014. Penolakan permohonan penujian undang-
undang ini membuat kesan seolah pemerintah ingin bermain aman dalam proses
penilaian harga tanah. Namun, beberapa kalangan masyarakat yang menyadari
adanya ketimpangan dalam hal tersebut memilih untuk mensiasati penilaian tanah
dengan menyewa appraisal independen yang berasal dari Kantor jasa Penilai
Publik (KJPP) untuk dapat menyeimbangi nominal appraisal yang disediakan oleh
pihak pemerintah.

Banyaknya masalah yang dihadapkan dalam pembebasan lahan membuat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada kenyataanya belum bisa mengatasi
semua masalah yang ada di lapangan. Penilaian harga tanah yang tidak sesuai
dengan harapan pemilik tanah atau dinilai tidak seimbangnya nilai tanah yang
ditawakan pemerintah, membuat para pemilik tanah untuk menolak program
pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penolakan masyarakat akan program pembebasan lahan tersebut jika
dipandang dari sisi positif merupakan suatu bentuk penuntutan hak atas suatu
barang atau benda yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi jika dipandang dari sisi
negatif dengan adanya penolakan program pembebasan lahan ini, pembangunan
infrastruktur ditengah masyarakat menjadi terhambat dan berlangsung lebih lama.
Sehingga menghambat potensi akan kemajuan dalm bidang penyediaan fasilitas
publik. Terdapat potensi sulitnya mengusahakan pemerataan pembangunan

infrastruktur yang saat ini timpang di banyak wilayah di Indonesia.
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2. Reformasi Sistem Pengadaan Lahan Infrastruktur Melalui SPAT
sebagai Upaya  Meminimalisir Kesenjangan = Pembangunan
Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia
Hukum agraria dalam pembidangan hukum tidak hanya bersinggungan

dengan ranah hukum privat secara murni. Penerapan hukum agraria di Indonesia
tidak hanya identik pada hukum dalam peraturan perundang-undangan, namun
juga berdampingan dengan hukum adat sehingga hukum agraria di Indonesia
merupakan pluralisme hukum yang terunifikasi.?* Dalam hal pembangunan
infrastruktur yang merupakan kepentingan umum, hukum agraria juga dapat
berdampingan dengan hukum administrasi karena berkaitan dengan pembebasan
lahan yang memerlukan tahapan yang tidak dapat dilakukan secara sewenang-
wenang. Hukum agraria juga berhubungan dengan hukum tata negara.”

Di sisi lain, pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili
permasalahan agraria pada saat ini adalah Pengadilan Negeri dalam hal terdapat
sengketa tanah serta Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan
keputusan pejabat publik. Mengingat spesialnya hukum agrarian yang mencakup
beberapa bidang hukum, terdapat urgensi pembentukan peradilan agraria yang
terintegrasi. Penulis mengusulkan konsep Sistem Peradilan Agraria Terintegrasi
yang merupakan reformasi menyeluruh penegakan hukum agraria di Indonesia.
Terkhusus dalam hal pengadaan lahan infrastruktur dengan pembebasan tanah
dimana problematika dasarnya adalah sulitnya mencapai kata sepakat dalam
besaran ganti rugi nominal harga tanah yang akan dijadikan lahan infrastruktur.

Maka peradilan agraria diharapkan dapat menjadi institusi yang mengadili
kasus secara adil karena kasus yang berhubungan dengan pembebasan tanah
merupakan kasus yang telah berlarut-larut. SPAT kedepannya tidak hanya
berfokus pada pengadaan lahan namun juga menjembatani konflik agraria antara
pemerintah, masyarakat, serta masyarakat hukum adat. Mengingat rumitnya
kajian mengenai hukum agraria, seharusnya terdapat pengadilan khusus yang

memiliki kompetensi agraria.

24 Muhammad Bakri, Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi
Konsep Unifikasi dalam UUPA), Jurnal Kertha Patrika, Vol.33, No.1 (Januari 2008), HIm.1.

% Wibowo Tunardy, Pengertian Hukum Agraria, diakses dari
www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-agraria/, diakses pada 12 Maret 2018, jam 21.41 WIB.
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Mengenai pembebasan tanah untuk pengadaan lahan infrastruktur, di dalam

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwasannya apabila
terdapat sisa tanah yang belum selesai pengadaannya atau dalam penjelasan pasal
ini yang dimaksud “sisa tanah” adalah tanah yang belum dilepaskan haknya dari
pihak yang berhak sampai jangka waktu penetapan berakhir, proses pengadaan
tanah sisa tersebut harus diajukan dari awal agar menjamin keabsahan
pengadaan.?® Padahal mengacu pada pasal sebelumnya yang berkaitan dengan
proses pengadaan tanah harus melalui tahapan yang rumit. Sehingga penggunaan
mekanisme proses pengadaan tanah yang harus melewati tahapan awal merupakan
mekanisme yang tidak mangkus dan sangkil sehingga diperlukan gebrakan
pembaharuan. Reformasi tersebut dapat memanfaatkan sistem peradilan terpadu.
Proses pengadilan merupakan proses yang adil dalam hal pengadaan tanah,
dikarenakan sifat hukum agraria yang multidimensional. Sehingga dalam sistem
peradilan agraria terpadu, hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan
hukum positif dalam peraturan perundang-undangan tertulis sebagai dasar
argumentasi, namun juga menitikberatkan pada hukum adat yang notabene hukum
tidak tertulis yang hidup di masyarakat hukum adat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat™®’ yang
mana pasal tersebut masih belum diejawantahkan secara maksimal oleh hakim.?
Hakim harus mempertimbangkan secara matang antara pemerintah dengan
masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di tanah yang akan
dibebaskan guna pengadaan lahan pembangunan infrastruktur. Penegakan hukum
agraria dengan melibatkan hukum adat merupakan tantangan bagi hakim karena

hukum adat di Indonesia variatif dilihat dari pembagiannya klasifikasinya.

% Indonesia (2), Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, UU No.2 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.22, TLN No.5280, Ps.25 jo.
bagian penjelasan pasal 25.

27 Indonesia (3), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009,
LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076, Ps.5 ayat (1).

2 Muhammad Yasin, Masalah Independensi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat,
diakses dari www.hukumonline.com/klinik/detail/c13026/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-
keadilan-masyarakat, diakses pada 12 Maret 2018, jam 22.36 WIB.
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Hal ini jika dihubungkan dengan kesepakatan para pihak mengenai besaran
atau nominal ganti rugi harga objek yang dibebaskan, maka pengadilan agraria
melakukan pembuktian dengan secara aktif memantau dan mengkalkulasikan
ganti rugi sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat bersikap adil tanpa
melebihkan ataupun mengurangi nilai objek. Dalam hal ini, hakim dapat
melibatkan Tim Penilai Independen. Apabila sengketa lahan merupakan sengketa
antara pemerintah dengan masyarakat, permasalahan utama adalah mengenai nilai
objek yang akan dijadikan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Maka yang
dibuktikan adalah kerugian riil yang harus ditanggung oleh pemilik tanah apabila
tanah tersebut dibebaskan kepada pemerintah, serta mempertimbangkan anggaran
untuk proyek pembangunan infrastruktur. Apabila ternyata terbukti masyarakat
yang melebihkan nilai objek, maka pengadilan bukan memberikan sanksi namun
memaksa masyarakat tersebut untuk melepaskan objek dengan nilai yang telah
ditawarkan oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila pemerintah yang ternyata
terbukti bermaksud membeli tanah dengan nilai yang tidak layak atau dibawah
standar harga hingga terindikasi terdapat praktik KKN atau penggelapan
anggaran, maka selain harus memberikan ganti rugi yang wajar, pemerintah juga
harus memberikan Government Social Responsibility atau tanggung jawab sosial
dari pemerintah, dapat berupa jaminan sosial ataupun dana penunjang sosial lain.

Selain itu dalam praktiknya apabila sulit ditemukan kesepakatan antara
pemerintah dengan masyarakat mengenai besaran ganti rugi dari nominal harga
jual tanah yang akan menjadi lahan infastruktur, pada umumnya jika musyawarah
tidak mencapai mufakat pemerintah dapat melakukan pembebasan sepihak dengan
cara menentukan besaran ganti rugi kemudian menitipkannya ke pengadilan

negeri setempat.?’

Mekanisme seperti ini disebut sebagai mekanisme konsinyasi.
Konsinyasi adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan
sebagaimana diatur dalam 1404 BW sampai 1412 BW.** Dalam hal konsinyasi
tersebut ternyata dirasa tidak adil, maka dalam SPAT juga terdapat mekanisme

upaya hukum lanjutan disertai pembuktiannya.

¥ Sonny Djoko Marlijanto, Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, HIm.4.

30" Abshoril Fithry dan Sjaifurrachman, Tinjauan Yuridis tentang Tanah Hak Milik yang
Digunakan Oleh Negara untuk Kepentingan Umum, Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum
Unija, Vol.3, No.1 (April 2016), Him.55.

16



Guardino Ibrahim Fahmi dan Fazal Akmal Musyarri
Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai
Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di
Indonesia

Sedangkan apabila sengketa agraria melibatkan antara pemerintah dengan

masyarakat hukum adat, maka yang harus dibuktikan bukan cenderung pada harga
dari objek yang akan dijadikan lahan pembangunan infrastruktur, namun lebih
cenderung kepada eksistensi dari masyarakat hukum adat dan lahan yang menjadi
kekuasaan atau menjadi wilayah tempat tinggal dari masyarakat hukum adat
tersebut. Berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan®' :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatu dalam undang-undang”

Sehingga titik tekannya berada pada eksistensi dari suatu kesatuan masyarakat
hukum adat, karena hanya masyarakat hukum adat yang masih hidup dan
memiliki hukum adat yang diakui hukumnya oleh konstitusi Indonesia.

Selain membuktikan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, dalam
memutus perkara sengketa pembebasan tanah untuk pengadaan lahan infrastruktur
juga mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah. Sehingga
tidak mutlak sengketa agraria yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat
hukum adat harus mengalahkan salah satu pihak secara telak, namun hakim dapat
mempertimbangkan untuk membagi suatu tanah sehingga dapat dinikmati
masyarakat hukum adat serta dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur
kepentingan umum yang tentu disertai ganti rugi oleh pemerintah. Dalam
penentuan tersebut hakim dituntut tidak hanya menggunakan peraturan
perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan hukum agraria atau hanya
dasar yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, namun juga menggunakan
aturan hukum adat yang diterapkan oleh suatu kesatuan masyarakat hukum adat
dalam hal memutuskan pembagian yang adil suatu tanah untuk tempat tinggal
masyarakat hukum adat serta untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan
umum. Sehingga keberadaan hukum adat dalam unifikasi hukum agraria di
Indonesia  benar-benar  dimanfaatkan oleh  penegak  hukum  guna
mengimplementasikannya dalam kasus agraria, yang berdasarkan pada amanat

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

31 Indonesia (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD
NRI 1945, Ps.18B ayat (1).
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Dikarenakan penegakan hukum agraria merupakan hukum yang spesial
karena tidak hanya mencakup hukum privat, namun juga bersinggungan dengan
hukum adat dan hukum administrasi, maka diperlukan pula reformasi dalam
sistem penegakan hukum yang menurut Lawrence Mier Friedman, terdapat tiga
komponen utama yang harus termuat yaitu substansi, struktur dan kultur.*? Dari
segi substansi, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan ketentuan yang telah
komprehensif mengatur mengenai sistem hukum agraria di Indonesia dan ideal
sebagai hukum materiil. Namun dikarenakan hukum agraria merupakan hukum
yang spesial karena bersinggungan dengan banyak bidang hukum dan tidak
terbatas pada hukum privat, maka seharusnya terdapat ketentuan hukum bersifat
formil. Hukum formil atau hukum acara adalah hukum yang menunjuk cara
mempertahankan atau cara menjalankan peraturan dalam hukum materiil. >

Kekhususan hukum acara yang digunakan dalam Sistem Peradilan Agraria
Terpadu merupakan implementasi ideal dari sifat hukum agraria yang tidak hanya
terbatas berkaitan dengan satu bidang hukum saja, namun juga bersentuhan
dengan banyak bidang hukum sehingga hukum acara yang digunakan lebih baik
bersifat khusus. Terdapat pembuktian langsung oleh hakim dengan peninjauan
empiris ke lapangan untuk melihat kondisi objek yang akan dibebaskan haknya
guna pembangunan infrastruktur. Hakim memerintahkan akuntan independen
menilai jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik tanah apabila objek
tersebut dilepaskan haknya, beserta bangunan dan objek lain yang berada dalam
lingkup tanah tersebut. Selain itu hakim juga bersifat aktif (Domini Litis
Principle) untuk dapat memberi keadilan substansial proporsional®*, mengingat
pada dasarnya terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak karena

diasumsikan masyarakat dalam posisi yang lemah dibanding pemerintah.3’

32 Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,
Penerbit PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hlm.30.

33 Bagja Waluya, Konsep Dasar Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung,
2001, HIm.9.

3% Aju Putrijanti, Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha
Negara, Jurnal MMH, Jilid 42, No.3 (Juli 2013), Hlm.320.

35 Sudut Hukum, Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara, diakses dari
https://www.suduthukum.com/2017/07/pengertian-peradilan-tata-usaha-negara.html, diakses pada
13 Maret 2018, jam 00.25 WIB.
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Dikarenakan khususnya hukum acara yang dibutuhkan, maka secara struktur

juga membutuhkan reformasi dengan cara membentuk badan pengadilan khusus
yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan agraria
dalam Sistem Peradilan Agraria Terpadu yaitu Pengadilan Agraria. Pengadilan
Negeri yang selama ini merupakan pintu gerbang perkara agraria masih kurang
optimal dalam penegakan hukum agraria dikarenakan lamanya proses peradilan,
biaya yang tidak murah serta penyelesaian yang condong pada pihak dengan alas

hak daripada condong kepada rakyat.>

Hukum agraria merupakan hukum yang
luas yang tidak hanya mencakup tanah saja, karena pada esensinya hukum agraria
bukan hanya merupakan satu tetapi sekelompok perangkat bidang hukum.?’

Pengadilan Agraria nantinya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung
berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mana
pasal tersebut mengatur mengenai pengadilan khusus. Pembentukan Pengadilan
Agraria secara yuridis juga didukung oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang
mengatur tentang kekuasaan kehakiman, serta TAP MPR I1X/2001.%
Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Sistem Peradilan Agraria Terpadu atau
disingkat SPAT diharapkan dapat mengakomodasi penegakan hukum agraria yang
bersifat multidimensional.

Selain itu untuk mengisi Pengadilan Agraria, diperlukan personalia hakim
yang memiliki latar pendidikan hukum konsentrasi agraria atau terkait dengan
agraria sehingga tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan namun
juga mempertimbangkan hukum adat sebagai salah satu bagian dari unifikasi
hukum agraria. Hakim yang diangkat untuk mengisi personil Pengadilan Agraria
dapat berasal dari hakim karir, hakim non karir, maupun hakim ad hoc.* Dengan
diimplementasikannya Sistem Peradilan Agraria Terpadu ini diharapkan dapat
meminimalisir problematika pengadaan lahan infrastruktur yang berkeadilan

sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum adat.

3% Muhammad Busyrol Fuad, Quo Vadis Hukum Pertanahan Nasional : Urgensi
Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang
Berkeadilan, e-Journal Lentera Hukum, Vol.4, Issue 3 (2017), Him.193.

37 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008, Him.8.

3% Endah Sulastri dan Teguh Tresna Dewa, Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus
Agraria, Jurnal Cita Hukum, Vol.3, No.2 (Desember 2015), Him.307.

3 Adi Condro Bawono, Pengertian Hakim Karir, Nonkarier, dan Hakim Ad Hoc, diakses
dari www.hukumonline.com/klinik/detail/cl641/hakim-karir-dan-non-karir, diakses pada 13 Maret
2018, jam 01.12 WIB.
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D. PENUTUP
Berdasarkan paparan karya tulis ilmiah diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah,
memiliki sisi positif dan negatif jika hal tersebut tidak disesuaikan dengan
pertimbangan dan langkah yang tepat. Dewasa ini, hampir tidak ada
kegiatan pembangunan yang tidak memerlukan lahan. Mekanisme
pengadaan lahan untuk kepentingan umum diatur dalam peraturan
perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum yang pada prakteknya memunculkan berbagai masalah yang
semakin memperburuk hubungan pemerintah dan masyarakat dan
menyebabkan terhambatnya pembangunan untuk kepentingan umum atau
yang dapat disebut juga infrastruktur.

2. Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT) adalah grand design yang
ditawarkan penulis sebagai jawaban atas penegakan hukum agraria yang
multidimensional khususnya dalam hal pengadaan lahan pembangunan
infrastruktur untuk kepentingan umum yang selama ini dipenuhi oleh
problematika sengketa lahan. SPAT tertanam dalam Pengadilan Agraria
yang merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara agraria
termasuk dalam hal pembebasan tanah yang riskan. SPAT menggunakan
hukum acara khusus mengingat hukum agraria tidak hanya berkaitan dengan
hukum privat, namun juga hukum administrasi dan hukum adat. SPAT
mengadili perkara khusus di bidang pertanahan termasuk dalam hal
sengketa tanah pengadaan lahan infrastruktur antara pemerintah dengan
masyarakat maupun antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat.
SPAT diharap dapat menjadi upaya reformasi penegakan hukum agraria di
Indonesia khususnya dalam hal pengadaan lahan infrastruktur untuk

kepentingan umum.
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